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BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PEMANFAATAN BONUS PRODUKSI P?NAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tfentang Besaran dan Tata
Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, Pemerintah
Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 53
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pertanggungjawaban Pemanfaatan Bonus Produksi Panas
Bumi;

bahwa sehubungan ada penambahan beberapa materi
mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban
pemanfaatan bonus produksi panas bumi, maka Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau
kembali dan dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan

Pertanggungjawaban Pemanfaatan Bonus Produksi Panas
Bumi;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1350 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286};
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Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5585);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5900);

Peraturen Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 23
Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, penyetoran dan
Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 458);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMANFAATAN BONUS
PRODUKSI PANAS BUMI.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Garut.

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD

Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pgmerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
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11.

12.

(1)

(2)

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bonus Produksi Panas Bumi yang selanjutnya disebut Bonus Produksi adalah
kewajiban keuangan yang dikenakan kepada pemegang izin panas bumi,
pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak
operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi dan pemegang izin
pengusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan
uap panas bumi dan/atau listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Izin Panas Bumi adalah izin melakukan pengusahaan panas bumi untuk
pemanfaatan tidak langsung pada wilayah kerja tertentu.

Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah
wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk penguasaan
panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

BAB II

SUMBER, PENGALOKASIAN DAN PERUNTUKAN
BONUS PRODUKSI PANAS BUMI

Bagian Kesatu

Sumber

Pasal 2

Pemerintah Daerali Kabupaten menerima bonus produksi dari pemegang izin
panas bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi,
pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi
dan/atau pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi atas
pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari

pembangkit listrik tenaga panas bumi sesuai Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral.

Bonus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima melalui
Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Kedua
Pengalokasian

Pasal 3

Alokasi pemanfaatan dana borius produksi ditetapkan:

a.

b.

paling sedikit 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk belanja bantuan
keuangan kepada Pemerintah Desa;

paling besar 30% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk belanja dalam
program/kegiatan Perangkat Daerah; dan



(1)

(2)

(3)
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paling besar 20% (dua puluh persen) dialokasikan selain belanja sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Bagian Ketiga
Peruntukan

Pasal 4

Alokasi pemanfaatan bonus produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a berupa bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diprioritaskan
untuk wilayah kerja.

Alokasi pemanfaatan bonus produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b dilaksanakan untuk menunjang prioritas pembangunan daerah.

Alokasi pemanfaatan bonus produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf ¢ dapat berupa:

a. hibah; dan/atau
b. bantuan sosial.

Pasal 5

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1), dengan prioritas penggunaan, antara lain untuk:

a. infrastruktur/sarana dan prasarana desa;
b. pendidikan;

c. kesehatan;

d.

rumabh tidak layak huni; dan/atau
e. pemberdayaarn ekonomi.

Pemanfaatan bonus produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
harus selaras/mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pemanfaatan bonus produksi berupa hibah dan/atau bantuan sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diantaranya untuk
penanggulangan kemiskinan dan sarana prasarana keagamaan.

Pasal 6

Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa dengan prioritas penggunaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban pemanfaatan dana bonus

BAB III
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

produksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.



BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan dana bonus produksi
paling sedikit 1 {satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan
tembusan disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut
Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban
Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2018 Nomeor 53}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.,

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 9 - 10 - 2020
BUPATI GARUT,

ttd

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 9 - 10 - 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,
ttd

ZAT ZAT MUNAZAT

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020 NOMOR 58




